SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR VPROVI.NSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH,
WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK
DAN PAMONG BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2017 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah bagi
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas
Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;

b.bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan
perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas
Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

1

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan; ‘

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;



Menetapkan

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negai‘a Nomor 1 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil; ‘

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

20. Peraturan - Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

21. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong
Belajar;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH,
WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH,
PENILIK DAN PAMONG BELAJAR.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 22
Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik
dan Pamong Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72010), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

' (1) Apabila pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan
input dan/atau validasi 1 (satu) unsur penilaian prestasi
kerja atau lebih terhadap 1 (satu) orang atau lebih, maka
pejabat dimaksud dikenakan potongan TKD sebesar 5% (lima
persen) dalam bulan yang bersangkutan.



(2) Terhadap PNS yang tidak diinput dan/atau divalidasi unsur
penilaian prestasi kerja oleh pejabat yang bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan proses
penginputan dan/atau validasi susulan oleh pejabat yang
bertanggung jawab.

- Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72059

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

-

YAYAN YUHANAH
NIP 19650824 1994032003
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